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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia diklaim menjadi negara dengan penduduk muslim tertinggi di 

dunia dengan persentase 87,2% pada tahun 2021. Bagi umat muslim yang 

taat, setiap tindakan haruslah sesuai dengan syariat-syariat islam.
1
 Tertulis di 

dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 36 mengatakan bahwa : 

“tidaklah pantas bagi para laki-laki yang beriman (mukmin) dan tidak 

pantas (jua) bagi para perempuan yang beriman (mukmin), jika Allah 

serta Rasul-Nya sudah menghasilkan suatu ketetapan, maka akan ada 

bagi mereka hak untuk memilih mengenai urusan mereka”. 

Sudut pandang syariah yang melekat pada kalangan umat muslim salah 

satunya dari sektor perbankan dan keuangan. Lembaga keuangan syariah 

mulai bermunculan karena kebutuhan mendesak setiap umat muslim untuk 

menghindari dari praktik perbankan yang tercela seperti riba, gharar, maisir, 

zalim dan haram. Lembaga ini mempunyai tujuan utama untuk melaksanakan 

kegiatan ekonomi yang telah sesuai dengan konsep ekonomi syariah. 

Ekonomi syariah memiliki prinsip utama yaitu ekonomi yang mengacu di Al-

Qur’an dan As-Sunnah, serta dipraktikan dalam kegiatan ekonomi syariah. 

Pada bank konvensional, penerapan bunga bank merupakan pusat 

penggerak ekonomi konvensional khususnya lembaga perbankan yang 
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memakai suku bunga untuk menggerakkan perekonomian. Bank 

konvensional ini memiliki salah satu fungsi untuk perantara keuangan atau 

bisa dibilang sebagai penghubung antara pemberi dana (shahibul maal) 

dengan orang atau pihak yang membutuhkan modal (mudharib). Dengan 

adanya sistem bunga dalam bank konvensional, hal ini dapat menimbulkan 

kerugian besar bagi para nasabahnya bahkan dapat merugikan bank 

konvensional tersebut. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan wajib untuk 

membayar bunga meski usahanya dalam keadaan sedang mengalami kerugian 

atau keuntungan. Bank konvensional juga diwajibkan membayar besaran 

bunga kepada para nasabahnya meskipun tidak ada pemasukan keuntungan. 

Bunga bank memiliki unsur riba (azziyadah) karena adanya tambahan biaya 

bagi para peminjamnya. Berdasarkan hal tersebut, bunga bank dianggap riba 

oleh para ulama fiqh. Hal tersebut diperkuat dalam Q.S Ar-Rum : 39 yang 

mengatakan 

“Dan sesuatu riba (azziyadah) yang dirimu berikan buat menambah 

kekayaan pada umat insan, maka riba (tambahan) itu tak 

mendekatkan umat insan di sisi Allah. Serta apa yang kamu berikan 

dalam bentuk zakat buat meraih keridhaan/kebahagiaan Allah, maka 

orang yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang dapat 

melipat gandakan (pahalanya)” 

Pada awal tahun 1970, gerakan islam telah terjun ke dalam bidang 

ekonomi dengan menciptakan suatu sistem ekonomi berbasis islam sebagai 

jalan keluar agar terhindar dari sistem kapitalisme dan sistem sosialis. Salah 
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satu implementasi berasal dari sistem ekonomi islam di Indonesia yaitu 

dengan disahkannya perbankan syariah dan diatur dalam Undang-Undang no 

7 tahun 1992 tentang perbankan. Walau dalam UU perbankan tersebut tidak 

diuraikan secara eksplisit mengenai perbankan syariah, namun hal tersebut 

dapat disebut dengan sistem bagi hasil. Pertumbuhan ekonomi islam yang 

terhitung cepat, dapat mengenalkan perbankan syariah kepada masyarakat. Ini 

memberi dampak pada setiap masyarakat terhadap bunga (interest) dan modal 

masing-masing yang pada awal hasilnya telah disepakati (predetermined 

return) merupakan riba dan tidak diterima dalam syariat islam. Berdasarkan 

pemahaman yang telah disebutkan diatas, banyak para ahli muslim yang 

menginginkan dihapuskannya bunga atau riba dari bank. 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perihal Perbankan dan Undang–

Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang 

Bank Indonesia, menyatakan fungsi lembaga perbankan adalah memobilisasi 

dana yang dikumpulkan dari para anggota serta memutar kembali dana yang 

dihimpun kepada masyarakat dengan sistem pinjaman usaha.
2
 Sedangkan 

prinsip-prinsip syariah telah dijelaskan dan diatur dalam pasal 13 Undang-

Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang No 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai landasan yuridis formal. 

Dengan adanya Undang-Undang ini, dapat memberikan peluang kegiatan 

untuk bagi hasil. Menurut Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 

2008 perihal Perbankan Syariah (yang seterusnya disebut UU Perbankan 
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Syariah) yang dikatakan dengan pembiayaan yaitu pengadaan dana atau 

tagihan yang diserupakan dengan itu. Pembiayaan mengacu pada pengadaan 

dana atau tagihan yang berupa
3
 : 

a. Transaksi profit sharing atau biasa disebut bagi hasil dapat dilaksanakan 

dalam wujud pembiayaan akad murabahah, akad mudharabah dan akad 

musyarakah 

b. Transaksi dalam kegiatan sewa menyewa dengan bentuk ijarah atau sewa 

beli berupa ijarah muntahiya bittamlik 

c. Transaksi kegiatan Jual beli dengan bentuk piutang murabahah, salam dan 

istisna 

d. Transaksi dalam Pinjam meminjam dengan bentuk piutang qardh 

e. Transaksi dalam sewa menyewa jasa ijarah untuk transaksi multijasa. 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank pertama di 

Indonesia sesuai dengan hukum Syariah dan berkesempatan untuk 

membentuk lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT). Baitul Maal dan Baitul Tanwil merupakan lembaga keuangan 

yang berasal dari gabungan Baitul Maal wat Tamwil. Baitul Maal adalah 

pihak atau lembaga yang memiliki tugas untuk menerima titipan atau amanah 

seperti infaq, zakat, dan sedekah serta melakukannya berdasarkan peraturan 

serta amanah yang diberikan kepadanya. Baitul Tanwil adalah lembaga 
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keuangan syariah yang didedikasikan untuk pengembangan usaha yang 

berorientasi pada usaha produktif, dan memiliki fungsi untuk mengumpulkan 

dan mendistribusikan dana dari anggotanya untuk meningkatkan kualitas 

kegiatan wirausaha kecil.
4
 

Banyak sekali manfaat untuk masyarakat karena adanya BMT sebagai 

lembaga penyedia keuangan syariah, khususnya masyarakat menengah 

kebawah terhadap sistem bunga yang telah diimplementasikan oleh lembaga 

keuangan konvensional dan juga oleh lintah darat yang masih saja 

memberikan bunga tinggi kepada para nasabahnya. Selain itu, BMT 

memperoleh modal dari masyarakat. Lembaga BMT sama sekali tidak 

mendapatkan subsidi dari pemerintah. BMT ini memiliki tingkat yang sama 

dengan koperasi yang peaksanaannya juga mengunakan prinsip-prinsip 

syariah atau prinsip bagi hasil. Pengaturan BMT merujuk pada peraturan 

yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi beserta 

pelaksanaannya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM.
5
 

Pada tahun 2004, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91 / Kep / M.KUKM / IX / 2004 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Jasa Keuangan Syariah, 

maka dibentuklah sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

Kemudian pada tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan 

UKMRI Nomor 16 / Per / M.KUKM / IX / 2015 tentang penyelenggaraan 
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simpan pinjam dan kegiatan usaha, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS). Koperasi 

menyediakan dana untuk Syariah. 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan 

lembaga koperasi yang menerapkan prinsip syariah untuk kegiatan usaha 

meliputi simpanan, pembiayaan dan pinjaman juga termasuk dalam 

mengelola zakat, wakaf, infaq atau sedekah. KSPPS termasuk dalam lembaga 

keuangan bukan bank sektor keuangan mikro syariah. KSPPS melaksanakan 

fungsi dan tugas rangkap sebagai lembaga bisnis (tanwil) dan sebagai 

penghimpun pengelola dana ZISWAF. Lembaga ini lebih banyak 

mendistribusikan kearah pemberdayaan, dan terutama bagi pelaku usaha 

mikro yang berhak menerima dana. 

Dalam literatur ekonomi syari'ah dan perbankan Rentang waktu 

publikasi adalah 1960 sampai dengan 1970-an. Telah disampaikan untuk 

bank syariah dikonseptualisasikan menjadi "Lembaga Keuangan", di mana 

semua pinjaman komersial akan diterapkan oleh para wirausaha (partner) 

sesuai dengan prinsip bagi hasil (profit and lost sharing). Yang dimaksud 

dengan prinsip bagi hasil adalah sistem dan keistimewaan bank syariah, 

namun bank syariah belum sepenuhnya memenuhi prinsip bagi hasil. Akad 

murabahah masih memimpin dalam pengadaan modal usaha, walaupun akad 

mudharabah menunjukkan nilai syari'at yang besar, yang diukur dengan 

kejujuran pedagang masih jarang digunakan. Dalam akad mudharabah, pihak 

koperasi selaku pemilik dana (shahibul maal) menyebutkan besaran harga 
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pembelian barang kepada nasabah atau calon pembeli (mudharib) dimana 

hasil dari keuntungan pemakaian dana akan dipecah sesuai nisbah yang 

dimufakati.
6
 

KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) adalah lembaga keuangan mikro 

syariah dibawah binaan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Kab. 

Karanganyar dengan SK Bupati Karanganyar No. 180.518/08/2006 yang 

berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) 

dan dibangun pada tanggal 25 Maret 2006. Lembaga ini berkiprah di bidang 

simpan pinjam dan jasa pembiayaan syari'ah, bertanggung jawab atas 

pengelolaan Baitul Maal, yaitu menerima, menghimpun serta 

mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta dana sosial yang lain. 

KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) memiliki usaha utama yaitu mengelola 

Baitul Tanwil. Baitul Tanwil adalah mengendalikan dana-dana simpanan juga 

investasi yang berasal dari para anggota serta memberikan pembiayaan 

sinkron dengan prinsip-prinsip syariah islam. 

KSPPS Bina Insan Mandiri memiliki beberapa produk yang 

ditawarkan, diantaranya yaitu : 

1. Penghimpun Dana 

a. Titipan (Wadi’ah) 

Pada prinsip titipan, para anggota dapat mengambil kembali 

simpanan setiap saat. Titipan ini harus disimpan dan dijaga 
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oleh KSPPS BIM dan dikembalikan kepada anggotanya saat 

anggota tersebut menghendaki. KSPPS BIM dapat 

memberikan bonus kepada para anggota atau nasabahnya 

sesuai dengan kebijakannya. 

b. Bagi Hasil 

Prinsip bagi hasil memiliki beberapa simpanan, yaitu 

1) Simpanan Insan Mandiri dimana penarikan dapat 

dilaksanakan setiap waktu sesuai jam kerja kantor dengan 

besaran nisbah 25% untuk anggota dan 75% untuk KSPPS 

Bina Insan Mandiri (BIM). 

2) Simpanan Pendidikan untuk biaya pendidikan putra dan 

putri anggota KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) dengan 

ketentuan penarikan hanya dapat dilakukan satu kali yaitu 

ketika awal semester baru dengan nisbah 30% untuk 

anggota dan 70% untuk KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM). 

3) Simpanan Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan idul fitri 

dengan ketentuan penarikan hanya bisa dilakukan sekali 

saja mendekati Idul Fitri dengan nisbah 30% untuk anggota 

dan 70% untuk KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM). 

4) Simpanan Qurban yang diperuntukkan bagi anggota untuk 

membeli hewan kurban dengan nisbah 30% anggota dan 

70% KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM). 
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5) Simpanan Nikah untuk anggota yang mempunyai rencana 

untuk menikah. Penarikan hanya satu kali pada saat 

sebulam sebelum pernikahan dilangsungkan dengan nisbah 

untuk anggota sebesar 30% dan untuk KSPPS Bina Insan 

Mandiri sebesar 70%. 

6) Simpanan Haji dimana simpanan ini disediakan untuk para 

anggota yang memiliki rencana untuk memenuhi rrukun 

islam ke 5 yaitu ibadah haji. Penarikan dilakukan hanya 

satu kali dan mendapatkan hasil 30% untuk anggota dan 

70% untuk KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM). 

7) Simpanan berjangka yang menerapkan prinsip 

Mudharabah Mutlaqah dimana penarikan dengan jangka 

waktu yang telah diinginkan anggota sebelumnya. 

2. Pembiayaan Dana 

a. Piutang Murabahah dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli 

yang dilaksanakan oleh anggota dengan KSPPS Bina Insan 

Mandiri (BIM) sesuai dengan kesepakatan harga beli, harga 

pendapatan, harga pokok setelah dijumlah dengan hasil 

keuntungan dan juga margin yang telah disetujui. Anggota 

dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan dengan nama 

KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM). Karena harga pokok yang 

sudah ditambah keuntungan yang telah disepakati kedua pihak 
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sebelumnya, maka barang akan dijual kembali kepada anggota. 

Anggota dapat mengangsur dengan jangka waktu spesifik. 

b. Piutang Ijarah merupakan perjanjian sewa menyewa barang 

ataupun jasa yang dilakukan oleh KSPPS Bina Insan Mandiri 

dengan anggotanya dimana harga sewa dapat diangsur selama 

jangka waktu yang telah ditetapkan. 

c. Pembiayaan mudharabah dilakukan oleh KSPPS Bina Insan 

Mandiri disebut dengan Shahibul Maal dengan anggotanya 

yang dapat disebut Mudharib. Shahibul Maal merupakan 

pemberi modal dan Mudharib adalah anggota yang diberikan 

kepercayaan untuk mengelola dan menjalankan usaha secara 

komersial dan juga halal. Hasil dari keuntungan penjualan 

Mudharib akan dipecah sesuai dengan nisbah yang telah 

dimufakati sebelumnya oleh Shahibul Maal dan Mudharib. 

d. Pembiayaan Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama 

suatu usaha komersial serta halal yang dilakukan oleh KSPPS 

Bina Insan Mandiri dengan Anggota dan modalnya berasal 

dari kedua pihak. Untuk keuntungan serta kerugian akan 

ditanggung oleh para pihak. 

Bank syariah memiliki fungsi sebagai Intermediary pada waktu 

pelaksanaan pemberian biaya untuk anggota sesuai dengan prinsip syariah.
7
 

Layaknya bank syariah, KSPPS BIM juga memiliki beberapa resiko 
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pembiayaan atau resiko kredit, dalam memberikan layanan pembiayaan tidak 

ada pengembalian pokok pembiayaan, tidak adanya imbalan, ujrah, ataupun 

bagi hasil yang telah disepakati KSPPS BIM dengan anggotanya. 

Sesuai dengan data evidensi dalam perkembangan perbankan syariah, 

pembiayaan murabahah mengantongi peran penting dengan menyumbangkan 

bagian tertinggi dalam alokasi dana perbankan syariah yang ada di Indonesia. 

Murabahah merupakan kesepakatan jual beli dimana perbankan syariah 

menjadi pihak penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank memberikan harga 

jual berdasarkan harga beli dijumlah dengan keuntungan sesuai surplus 

perbankan syariah sesuai dengan hasil suara bersama. Murabahah memiliki 

karakteristik bahwa pihak penjual wajib mengatakan harga asli pembelian 

produk yang dibutuhkan dan besaran hasil dari keuntungan yang telah 

ditambah biaya (cost).
8
 Murabahah diatur dalam Q.S An-Nisa : 29 yang 

artinya : 

“wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian menyantap 

harta sesama kalian menggunakan jalur yang tidak diridhoi Allah, 

kecuali menggunakan perdagangan sesuai dasar senang sama senang 

diantara kalian. Dan janganlah engkau mematikan diri. Allah Maha 

Penyayang kepada hambanya yang taat” 

Berdasarkan bentuknya, murabahah dibagi menjadi dua, yang 

pertama murabahah sederhana dimana penjual menetapkan harga beli dan 

ditambah menggunakan keuntungan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang 
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kedua murabahah kepada pemesan dimana pemesan sebagai pihak ketiga 

selain penjual dan pembeli.
9

 Model ini disebut dengan murabahah wal 

wakalah. Wakalah dapat diartikan sebagai akad pemberian kuasa berasal dari 

pihak pertama kepada penerima kuasa guna memenuhi tugas dengan nama si 

pemberi kuasa.
10

 

Sebagai bagian dari sarana untuk mengembangkan bidang ekonomi, 

sistem keuangan syariah menghadapi banyak kendala, seperti teori, 

operasional dan implementasinya.
11

 Pada saat ini, negara Indonesia sedang 

dilanda musibah yaitu menyebarnya Corona Virus yang berasal dari Wuhan, 

China. Untuk mencegah penularan virus tersebut, pemerintah Indonesia telah 

menetapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah di beberapa daerah 

zona merah di Indonesia. Hal inilah yang memperlambat aktifitas 

perekonomian. Konsumen hanya membeli barang primer dan cenderung 

menyingkirkan barang sekunder atau tersier menyebabkan usaha-usaha yang 

dijalankan oleh pelaku usaha menjadi tidak berkembang.
12

 Dengan adanya 

karantina wilayah menimbulkan dampak yang sangat luas bagi perekonomian 

di Indonesia. Karyawan, buruh, dan pekerja terkena Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) dari tempat mereka mencari nafkah. Selain itu, dalam sektor 

perbankan juga terkena dampak salah satunya ditimbulkan karena semakin 

berkurangnya dana yang masuk ke bank. 
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Pada dasarnya, islam telah memberikan solusi terhadap masalah 

perekonomian. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu Q.S Al-Baqarah : 

280 yang artinya : 

“dan apabila (orang yang berhutang) mengalami kesukaran, maka 

berilah tenggat waktu hingga orang tersebut mencapai kelonggaran. 

Dan apabila kamu menyedekahkan (sepotong atau seluruh hutang) 

akan lebih baik bagi engkau, jika engkau mengetahui.” 

Berdasarkan arti dari Q.S Al-Baqarah ayat 280, dampak dari pandemi 

Covid-19 sangat relevan saat dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada 

ekonomi masyarakat sekarang. KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) harus dapat 

berhati-hati dalam memberikan pembiayaan akad murabahah. Hal ini 

bertujuan buat meminimalisir adanya masalah yang akan timbul dikemudian 

hari. Oleh sebab itu, KSPPS Bina Insan Mandiri perlu memiliki strategi untuk 

menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah. Saat ini, KSPPS Bina 

Insan Mandiri (BIM) memegang beberapa cabang yang tertebar pada wilayah 

Karanganyar. Untuk penyaluran pembiayaan, KSPPS Bina Insan Mandiri 

(BIM) perlu memperhatikan prosedur pembiayaan guna tercapainya 

pembiayaan yang tepat sasaran. 

Berdasar latar belakang di atas, maka penulis tergiring untuk 

melakukan penelitian di KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) Selokaton, 

Karanganyar yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul 

“ANALISIS PENANGANAN TERHADAP PEMBIAYAAN 

BERMASALAH AKAD MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-
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19 PADA KSPPS BINA INSAN MANDIRI SELOKATON, 

KARANGANYAR” 

B. Pembatasan Rumusan Masalah 

Setelah merumuskan latar belakang masalah sebagaimana yang sudah 

penulis sebutkan diatas, masih ada beberapa hal yang menjadi pokok utama 

persoalan dalam penelitian ini sehingga penulis merumuskan sebagai berikut : 

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad 

murabahah di KSPPS Bina Insan Mandiri? Dan resiko seperti apa 

yang akan didapatkan oleh KSPPS Bina Insan Mandiri? 

2. Bagaimana strategi untuk mencegah dan strategi penanganan 

pembiayaan bermasalah akad murabahah di KSPPS Bina Insan 

Mandiri? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan deskripsi Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah 

yang sudah ditunjukkan diatas, maka Penulis mengantongi tujuan dalam 

melaksanakan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penerapan akad murabahah 

serta meneliti lebih dalam terkait penyebab pembiayaan yang 

bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri Selokaton. 
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Akad Murabahah 

b. Untuk Menganalisa penanganan pembiayaan akad murabahah yang 

bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri Selokaton. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dan penulisan hukum ini didambakan dapat 

mewariskan pemikiran serta menambah pengetahuan untuk kalangan 

intelektual, masyarakat, pelajar, akademisi dan praktisi mengenai 

penanganan pembiayaan akad murabahah yang bermasalah. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah 

pengetahuan bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah 

pada akad murabahah di KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) 

Selokaton. 

D. Kerangka Pemikiran 
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Murabahah tercipta dari kata Rabh, yang diartikan sebagai 

pendapatan, profit ataupun tambahan. Muhammad Ayyub menjelaskan bahwa 

dalam akad murabahah pada penjualan haruslah menjelaskan besarnya biaya 

dan akad sesuai keuntungan yang disetujui.13
 Sedangkan menurut Andria PV 

dan Rifa’i murabahah dianggap sebagai barang dengan biaya yang telah 

disepakati dan ditetapkan oleh penjual dan juga pembeli setelah penjual 

menyatakan harga yang sebenarnya dan laba yang diperoleh dari penjualan 

barang tersebut.14
 

Masa sekarang sudah banyak lembaga bank syariah ataupun lembaga 

keuangan non bank yang menggunakan akad murabahah sebagai pembiayaan 

modal usaha. Namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui 

perihal perbedaan akad murabahah dengan akad mudharabah yang dapat 

diterapkan dalam pembiayaan modal usaha terlebih secara hukum islam 

bahwa hal tersebut memenuhi syariat-syariat islam untuk diterapkan dalam 

pembiayaan modal usaha. 

Dalam penelitian ini, KSPPS BIM Selokaton menjadi salah satu 

lembaga keuangan non bank berbentuk koperasi yang telah menerapkan akad 

murabahah untuk pembiayaan modal usaha bagi para nasabahnya. Hal ini 

dimaksudkan agar para nasabah serta KSPPS BIM Selokaton dapat 

menerapkan Prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip ekonomi yang bertumpu 

                                                           
13

 muhammad ayub, 2009, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah Jakarta : 

PT. Gramedia Pustaka Utama. 
14

 Veithzal Rivai dan Andria permata, 2008, Veithzal, Islamic Finansial Management, ( 
Jakarta : Raja Grafindo Persada. 
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pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang diamalkan dalam kegiatan pembiayaan 

modal usaha. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai aktivitas ilmiah berdasar penataan 

dan spekulasi eksklusif yang memiliki capaian untuk menyelami satu atau 

beberapa fenomena hukum tertentu dengan metode menganalisa. 15 Metode 

yang dijalankan untuk penelitian masalah yaitu : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan merupakan metode yuridis empiris dengan 

melakukan penelitian menggunakan cara analisis lebih dalam dan 

lebih luas terhadap peraturan perundang-undangan asas-asas 

hukum, yurisprudensi, serta pandangan dari para ahli hukum. 

Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis terkait penyebab 

pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah dan bagaimana 

strategi pencegahan serta penyelesaian masalah yang timbul di 

KSPPS BIM Selokaton, apakah telah pantas dengan Prinsip 

ekonomi syariah yaitu prinsip ekonomi yang berlandaskan 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, Al-Qur’an dan As-

Sunnah. 

 

                                                           
15

 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS 
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2. Jenis Penelitian 

Penulis memakai jenis penelitian yang bersifat empiris. Penelitian 

ini mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian lapangan 

guna mendapat data primer. Selain itu, untuk melengkapi data 

primer yang telah ada, penulis juga melakukan penelitian yuridis 

normatif. Penelitian ini menggunakan cara studi pustaka untuk 

mendapatkan data sekunder. 

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan secara nyata 

bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta 

bagaimana solusi untuk menangani permasalahan tersebut di 

KSPPS BIM Selokaton. 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di KSPPS Bina Insan Mandiri 

Selokaton, Karanganyar. 

4. Jenis Data 

Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis data : 

4.1 Data Primer 

Data primer berasal dari bahan yang diberikan secara langsung 

kepada pengumpul data. Data primer bersumber dari lokasi 

penelitian dengan menggunakan metode wawancara atau 

kuisioner untuk karyawan dan nasabah. (Sugiono : 17) 
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4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber bahan yang tidak diberikan 

secara eksklusif kepada pengumpul data. Data sekunder 

ditemukan penulis dengan melakukan penelitian kepustakaan 

serta dokumentasi yang telah disediakan baik dalam bentuk 

buku ataupun dokumen yang telah disediakan oleh pihak 

perpustakaan dan juga dokumen yang dimiliki sendiri oleh 

penulis.16 Data sekunder penulis berasal dari : 

i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. 

ii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. 

iii.  Al-Qur’an. 

iv.  As-Sunnah. 

v. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

                                                           
16

 Burhan Bungin, 2013, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif 

dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan 

Pemasaran, Jakarta: Kencana 
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5.1 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah suatu metode dimana penulis 

mengumpulkan data yang bersumber dari buku, surat kabar, 

artikel, makalah, dan hasil penelitian peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah yang diamati oleh 

penulis. 

5.2 Studi Empiri / Lapangan 

Penulis memakai metode akumulasi data dengan menunaikan 

wawancara dengan pihak terkait yaitu KSPPS Bina Insan 

Mandiri Selokaton. 

6. Metode Analisis Data 

Penulis memakai metode analisis kualitatif, dimana pengkajian 

dilakukan dengan cara menggabungkan penelitian kepustakaan 

dengan penelitian lapangan.
17

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan secara 

luas dan mendalam terkait dalam penulisan penelitian. Penulis memecah 

penulisan ini menjadi empat bab dimana di setiap bab akan dipecah menjadi 

beberapa sub-bab bagian yang bertujuan untuk dapat memudahkan 

pengetahuan terkait hasil penulisan ini. 

                                                           
17

 Lexy J Moleong, 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
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Sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Kerangka Penelitian  

E. Metode Penelitian  

F. Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan tentang Akad Murabahah 

1. Pengertian Akad Murabahah 

2. Jenis-Jenis Akad Murabahah 

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah 

4. Karakteristik pembiayaan Akad Murabahah 

5. Dasar Akad Murabahah 

6. Jaminan dalam Akad Murabahah 

B. Tinjauan tentang Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
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2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

3. Strategi Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di 

KSPPS Bina Insan Mandiri pada Masa Pandemi Covid-19. 

B. Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada 

Akad Murabahah di KSPPS Bina Insan Mandiri.  

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

  


